BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa setiap produk makanan dalam kemasan yangddrerdi Kota
Bengkulu wajib mencatumkan label Halal, karena apetiorang yang
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemaalakedwilayah
Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkhbellpada,di dalam,
dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telahrdiatam Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 tahun 1999tentang Label daanlIangan wajib
mencantumkan label halal.

2. Penyebab produk makanan dalam kemasan tidak blertebdal banyak
beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya#asan hukum produsen
makanandalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat ldbel halal,
kurangnya pengetahuan produsen makan kemasanaprsadifikat dan label
halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikem thbel halal, dan belum
tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dari redial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mamyencegah
beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak befab@l di Kota

Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BREadap makanan
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dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lensbagksi yang diberikan
terhadap produsen makanan.
B. Saran

1. Hendaknya LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsndgd@lu dan BPOM
Propinsi Bengkuludalam menjalankan peranan sebkgabaga pengawas
lebih efektif mengawasi makanan kemasan yang behemggunakan label
halal.

2. Hendaknya terhadap produsen makanan dalam kemelsidnnheningkatkan
kesadaran hukum mereka untuk menggunakan label teateadap produk
makanan mereka.

3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Konsumen ProvinsgiBdu melakukan
gebrakan untuk mendorong agar para pelaku usabapat@usen makanan
ringan dalam kemasan mendaftarkan produk merekaPiROM MUI untuk
mendapatkan sertifikat dan label halal. Hal inilpelilakukan agar konsumen
muslim dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi dekanan yang

mengandung unsur haram.

63



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku
Ade SaptomoPokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris MuPenerbit
universitas Trisakti, Jakarta.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 200Hukum Perlindungan Konsumd?T. Raja
Grafindo, Jakarta.

, 2011Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di

Indonesia,Rajawali Pers, Jakarta.

Abdurahman, 1979Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia
Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono, 199Fetode Penelitian Hukumlakarta: PT RajaGrafindo
Persada.

C.S.T. Kansil. 1989Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indongdiakarta:
Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 206&mus Besar Bahasa IndonesjaBalai
Pustaka: Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, 28@8em dan Prosedur Penetapan
Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesidakarta: Bagian Proyek
Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat JenBiabingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Deparntéxgama RI.

Ilhami Bisri, 2012 Sistem Hukum Indonesi&ajawali Pers, Jakarta

LP POM MUI, 2003, Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk HalaP POM MUI.

Mohammad Daud Ali, 2005jukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesig)Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro, 198%tudy Hukum dan Masyarak#tlumni, Bandung.

64



, 199®ermasalahan Hukum di dalam Mas

Bandung: Alumni.

, 198Rletode Penelitian Hukum dan Jurimetdakarta:

Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto, 196®engatar Penelitian HukumI-Press, jakarta
, 201Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Jakarta: Rajawali Pers
, 2013psiologi Suatu Pengantatakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 188%iologi hukum dalam masyarakat
Radjawali Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 200(Rerbuatan Melanggar HukynBandung, Mandar Maju.

Yusuf Shofie, 2000Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrument Hukg
PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlirelukgnsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentabegl ldan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tgnRedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
Artikel, Skripsi, dan Bahan Ajar

http://id.wikipedia.org/wiki/HalglHalal.
Merry Yono, 2002Bahan Ajar Metode Penulisan Hukunsemi que IV FH UNIB,
Bengkulu.

Lukmanul Hakim, 2010l_abel hala] www.http://Indohalal.com

Team Teaching, 2005lukum DagangBengkulu: Fakultas Hukum Unib.
Subanrio Dkk, 2005Bahan Ajar Hukum Islapfakultas Hukum UNIB, Bengkulu.
wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/lslantalal.

65



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

| KANTDR PELAYANAN PERIZINAN TERPABU

}”s Fismangura-r Mo, 2 -elepom‘f-‘ax “0?35} 23512 Kode Fos:
"ﬁ:en“h.ha.bic

AL

“BENGKULY

| REKOMENDAS!
| Nomor - 503/ 7.af-ZEZ JKPZTI2013

Dasar: L. mmmmmmmmmawmmmﬁmmmm
Ales Peyaliwan GCubamar Nomor 07 Tahun 2012 Temlang Pendelegasian Sebagian Kewsnaigan
Penandatanganan Perizinan dan Non {Bukan) Perizinan Pemerintah Provinai Bengkulu Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Tempadu Provinsi Bengkulu.

Surat Dekan Fakultas Mukum Universias Bengkulu {UNIB), Nomor : 23168! 10304/ PPf 2013 Tangged 12
November 2013 Perihal Rekomendzsi Penelifizn.

Permohonan {iterima Di KP2T Tanggal 02 Desember 2013

18

Narna I MPY . Yudhi Andika Dwi Putra ! B1A009178
Pekengan : Wahasiswa
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Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 1999.

Daerah Penelfian . - MUl Provinsi Bengkulu dan BPOM B“engiculuﬁ

Wakiu Penciifonffegiaten | 16 Okfober 2613 sid 26 September 2013
Penanggung Jawsd . Dekan Fakultas Hukam Universitas Bengluly {UNIB)

Denpan inl mesekomendasikan peneltizn yeng akan fiadaken dengan kelenies |

a Sehefum melakukan peneliion harus melapor kepada Guberur/ Bupalil Walkola Cq. Kepala
BadaniKepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan iain seiempat. '

b, Homs menieal somua kelenhuan Perendang undengan yang berdde.
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Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bangkulo.

d. Apabila masa berleku Rekomendasi ini sutiah berakhir, sedangkan peiaksanaan peneiiiian belum selesal,
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¢ Rukpmendacifipi akan dicehet sembsl dan dnyatakan Sdak beriskn, apebie temyala pemegang surat
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Universitas Bengkulu, homor 2346/UN30.4/PL/2013 tanggal 26 September 2013
Perihal lzin Riset / peneliian mahasiswa atas nama Yudhi Andika Dwi Putra maka
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Nama : Yudhi Andika Dwi Putra
NPM _ : B1AD09178
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Telah meilaksanakan pengumpulan data di Balai Pengawas Obat dan Makanan
Bengkulu dalam rangka tugas akhir Penulisan Skripsi dengan judul :

Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemagan Di Kota Benghulu Menurut
Peraturan Pemerintal Nomor 69 Tahun 1999,

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan
dan Kosmetika Majelis 'Ulama Indonesin Provinsi Bengkulu menerangkan dengan

sesungguhnya bahwa : |
Nama : Yudhi Andika Dwi Pufra
NIM : B1ADO9178
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di LPPOM MUI Provinsi Benghkulu dari
tanggal 26 Septernber 20113 sid 26 Desember 2013 dalann rangka penyusunan Skripsi yang

berjudul : “Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut
Peraturan Pemesintah Nomor 69 Tahun 1999 :

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana
mestimya.
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Benagkulu, 26 Desember 2013
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